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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113/PMK.03/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
226/PMK.03/2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK
TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tetap.

B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Tetap.

jdih.kemenkal/»ég.id
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C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor PN (1)
Lampiran L e 2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan

PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama oA (4)
NPWP D e e (5)
Jabatan PPt (6)

bertindak selaku: [ ] Wajib Pajak
[] Pengurus dari Wajib Pajak

Nama e (7)
NPWP N (8)
Alamat T e 9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., dengan alasan:

:] melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam

rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

l:] melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

D melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor

jdih.kemenk dﬁd
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... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama N (10)
NPWP et (11)
Surat Penunjukan atau Kontrak L e (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

jdih.kemenk yéZid
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PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Diisi dengan nomor surat permohonan.

Diisi dengan jumlah lampiran.

Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(10) Diisi dengan nama lawan transaksi.

(11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

(12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
(13) Diisi dengan tanggal permohonan.

(14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.

(15) Diisi dengan nama pemohon.

jdih.kemenkeu.go.id . _
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D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/

Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK
........................................... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR : ...coviiiiiiiiineienns 2)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak........ccccoiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniieeennn, (1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak ettt e e e et et e e et e e e raaeneanns (3)
NPWP ettt ettt e ettt et et ettt eat e e e eaaranas (4)
Alamat POt (5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., pada saat*):

:l melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam

rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ...
tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan
dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber
Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

D melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian
Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

l:] melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor
... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

jdih.kemenke




- 18 -

Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama R (6)
NPWP L e (7)
Surat Penunjukan atau Kontrak S eereeeereeerraaeeeaeann, (8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2022.

............... s eeeeeeeeeerenanes 20....(9)
a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

jdih.kemenkf;é).id
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PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

(1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.

(4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.

(5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

(6) Diisi dengan nama lawan transaksi.

(7) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.

(8) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.

(9) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
diterbitkan.

(10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan
surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

(12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat
keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

jdih.kemenke .gézd
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E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

jdih.kemenkgﬁ/éyso.id
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H. CONTOH FAKTUR PAJAK
Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap “PPN
DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021”

Faktur Pajak
Kinde dan Keeer Sad Pakte Pajek 07000122 00000207
Pergesaha Kena Pajk

Pama P SINCHAN
Adarnat s AL PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHAR NO.11, KIDTO AT 1 B0 14 JAKARTA
NPWEP 92.999.993 5900 000

Pasinel Barang Kena Pajak / Ponetirng Jasa Kena Pajak

Nuama - PTHEIS
Hlarnat: Jaban Teuks Umar No 1, Gondangdia, Mertang, Jakara Pusat 10350
MNEWP QARSI

B, Marva Barang Kena Pajak § Jasa Keng Pajak Harga M;zmﬂw

1] : 95.002.000.00
Ulang Saka  Ten H5000.000,00
Db me Hama ;
Dikrangt Uang Maka
Drazar Pangenam Pajsk 9500000000
PPN = 19% x Dasar Pengenaan Pajak 045000000
Tortad PPoBM (Palak Panjuaian Bamng Mewal) 8,00

Besud doveyan fostopiaan vang Bevlido, D 3 B Falgr Paakdd teluh dinnduinrngsd sacsea sidieniosehingys vdak

it tenda Tngan bhsah pevs Faer PR,

Bl

JAKARTA, 05 Wpl 2022

PPN DTANGGUNG
PEMERINTAN EKS
PRIK 226/PNK 82021 Admin

LRANG WA PEMBAYATIAN VAR SR CIVE-18 RO 1RRETENRER

# ke A 1 dan 1

jdih.kemenke
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Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya
dan mengisikan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR
226 /PMK.03/2021” pada kolom referensi Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kude dan Nomor Sed Faktur Pajak © 070.001.22 00000200

Pangusaha Kena Pajak

HNaia @ PT SINCHAN
Aamat: JL PAMLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIDTO BT: 1 AW 14 JAKARTA

NPWP : 99,999,988 .5.989.000

Pondel Barang Kena Pajak /Pengdma Jasa Kona Pajak

Nama @ PT XY2
Alamat @ Jatan Galol Subrolo No4DA, Senayan, Kebayoran Bary, Jakania Selatan 12910
HPWP 01,234 587 8910000

e, Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak Harge J%:ﬁi:ggWg

o ey ?a‘éfggﬂ s 50.000.000.00
Harga Jual  Penggantian 50.000.000,00
Dhfueanigi 33’023@;;! Hama 900
Dikarangi Uang Wika
Dasar Pengenaun Pajak 50.000.000.00
PPN = 11% x Daser Pengenaan Pajak 5.500.000.00 |
Totat PPoBM {Pyjak Penjuatan Barang Mewah} Q.08

PPHDITANGEUNG PERERINTAM ERSEXUSI PMK NOMDR 225 P 0312021

Sesan deagan kebeikian pang beria, D £ 5 spyiwas Fiadhar Paga i Sehah o CpREE S 00 S
dipreeiuian Sand tangan basad pada Faour Baja int.

JAKARTA, 27 Fabak 2022
Admin
4 t s

Aok

2

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian ‘Aéhﬁinigtrasi Kementerian
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